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BUPATI WAKATOBI 
PROVINSI SULAWESI TENGGARA 

 
PERATURAN BUPATI WAKATOBI 

NOMOR  3  TAHUN 2016 
 

TENTANG 
 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 24 TAHUN 2015 
TENTANG PENYUSUTAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA ASET 

TETAP PADA ENTITAS PEMERINTAH KABUPATEN WAKATOBI 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,  
 

BUPATI WAKATOBI, 
Menimbang : a.   bahwa untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah 

Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang 
Milik Negara/Daerah dan Ketentuan Pasal 4 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 
2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi 
Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah 
Daerah, perlu dilakukan penetapan nilai barang 
milik daerah dalam rangka penyusunan neraca 
pemerintah daerah; 

b. bahwa berhubung adanya Pengelolaan Barang Milik 
Daerah dengan Sistem Informasi Manajemen Barang 
Milik Daerah (SIMDA BMD) versi 2.0.7 tentang 
Penyusutan Barang Milik Daerah, maka Peraturan 
Bupati Nomor 24 Tahun 2015 tentang Penyusutan 
Barang Milik Daerah Berupa Aset Tetap Pada Entitas 
Pemerintah Kabupaten Wakatobi, perlu diubah; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu 
menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan 
Atas Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2015 
tentang Penyusutan Barang Milik Daerah Berupa 
Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Kabupaten 
Wakatobi; 

Mengingat : 1.  Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas 
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3851); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 
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3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang  
Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten   
Wakatobi dan  Kabupaten  Kolaka  Utara   di 
Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara 
Republik   Indonesia Tahun 2003 Nomor 144,  
Tambahan  Lembaran Negara Republik  Indonesia  
Tahun  2003 Nomor  4339); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat 
dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4438); 

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negera Rupublik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234); 

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara  Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5679); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang 
Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 
Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3373); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 
tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 
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tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 
Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi 
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 110); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4578); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 
tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan 
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4593); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi 
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4614); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 
tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara 
Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan 
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4737); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 
tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5165); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 
tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5533); 

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 
Daerah sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir 
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2011 Nomor 310); 
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18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 
2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang 
Milik Daerah; 

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64  Tahun 
2013 tentang Penerapan Standar Akutansi  
Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah 
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2013 Nomor 1425); 

20. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang 
Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan 
Pemerintah Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran 
Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2008 Nomor 3); 

21. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang 
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah 
Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten 
Wakatobi Tahun 2008 Nomor 5) sebagaimana telah 
diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Daerah 
Nomor 25 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua 
Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang 
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah 
Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten 
Wakatobi Tahun 2013 Nomor 25); 

22. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 tentang 
Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten 
Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi 
Tahun 2010 Nomor 9); 

23. Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2014 tentang 
Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten 
Wakatobi (Berita Daerah Kabupaten Wakatobi 
Tahun 2014 Nomor 35); 

24. Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2015 tentang 
Penyusutan Barang Milik Daerah Berupa Aset Tetap 
Pada Entitas Pemerintah Kabupaten Wakatobi 
(Berita Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2015 
Nomor 24); 

  
MEMUTUSKAN : 

  
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN  BUPATI  NOMOR 24 TAHUN 2015 
TENTANG  PENYUSUTAN  BARANG MILIK DAERAH 
BERUPA ASET TETAP PADA ENTITAS PEMERINTAH 
KABUPATEN WAKATOBI.  
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             Pasal I 
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 24 
Tahun 2015 tentang Penyusutan  Barang Milik Daerah 
Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Kabupaten 
Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi 
Tahun 2015 Nomor 24) diubah sebagai berikut : 
 

1. Ketentuan Pasal 4 ayat (3) huruf c diubah, sehingga 
berbunyi sebagai berikut : 
 

 

Pasal 4 
(1) Penyusutan dilakukan terhadap aset tetap  

berupa : 
a. gedung dan bangunan; 
b. peralatan dan mesin; 
c. jalan, irigasi dan jaringan; dan  
d. aset tetap lainnya. 

(2) Aset Tetap yang direklasifikasikan sebagai 
Aset Lainnya dalam neraca berupa Aset 
Kemitraan Dengan Pihak Ketiga dan Aset Idle 
disusutkan sebagaimana layaknya Aset Tetap. 

(3) Penyusutan tidak dilakukan terhadap : 
a. aset tetap tanah; 
b. aset tetap konstruksi dalam pengerjaan; 
c. aset tetap lainnya yang berupa buku-buku 

perpustakaan, hewan dan ternak serta 
tanaman; 

d. aset   Tetap   yang   dinyatakan   hilang   
berdasarkan dokumen  sumber  yang  sah  
dan  telah  diusulkan kepada Pengelola 
Barang untuk diproses TGR; 

e. aset tetap dalam kondisi rusak berat 
dan/atau usang yang telah diusulkan kepada 
Pengelola Barang untuk dilakukan 
penghapusan; dan 

f. aset tetap yang merupakan milik Pemerintah, 
Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah 
Lainnya serta masyarakat yang belum 
memiliki bukti penyerahan kepada 
Pemerintah Kabupaten Wakatobi. 
 

2. Ketentuan Pasal 8 ayat (1) diubah, sehingga 
berbunyi sebagai berikut : 

 
Pasal 8 

(1) Dalam hal Aset Tetap yang dinyatakan hilang, 
namun dikemudian hari ditemukan kembali 
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dan ternyata masih diperlukan oleh Pemerintah 
Daerah, maka terhadap aset tersebut : 

a. ditambahkan ke dalam Aset Tetap; dan 

b. disusutkan sebagaimana layaknya Aset Tetap. 

(2) Terhadap Aset Tetap sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), nilai akumulasi penyusutannya 
disajikan sebesar nilai akumulasi penyusutan 
saat sebelum dilakukan Reklasifikasi ke aset 
lainnya sampai saat aset tersebut ditemukan. 

(3) Dalam hal Aset Tetap yang dinyatakan hilang 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka 
pengembalian ganti rugi diatur dalam Peraturan 
Bupati tersendiri. 

 

3. Ketentuan Pasal 18 ayat (2) diubah, sehingga 
berbunyi sebagai berikut :  

 

Pasal 18 
(1) Penyusutan aset tetap dilakukan dengan 

menggunakan metode garis lurus. 

(2) Metode  garis  lurus  sebagaimana  dimaksud  
pada  ayat (1) dilakukan dengan 
mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan 
dari aset tetap secara merata setiap tahun 
(dengan perhitungan penyusutan setiap bulan 
dan disajikan per-semester) selama masa 
manfaat. 

(3) Perhitungan metode garis lurus sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan 
menggunakan formula sebagai berikut : 

 
           Nilai yang dapat disusutkan 

 Penyusutan setiap periode = 
            Masa manfaat  

 
4. Ketentuan Pasal 21 ayat (1) diubah, sehingga 

berbunyi sebagai berikut : 
  

Pasal 21 
(1) Pencatatan penyusutan aset tetap dilakukan 

setiap akhir tahun (dengan perhitungan 
penyusutan setiap bulan dan disajikan per-
semester) tanpa memperhitungkan adanya nilai 
residu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 
ayat (1). 

(2) Penghitungan dan pencatatan penyusutan aset 
tetap dilakukan dalam satuan mata uang 
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Rupiah dengan pembulatan hingga satuan 
Rupiah terkecil. 

(3) Penghitungan penyusutan aset tetap dilakukan 
sejak diperolehnya aset tetap sampai dengan 
berakhirnya masa manfaat aset tetap. 

(4) Pencatatan  penyusutan  aset  tetap  dalam  
neraca  dilakukan  sejak diperolehnya aset 
tetap sampai dengan aset tetap tersebut 
dihapuskan. 

5. Isi Lampiran III dihapus. 
 

 
                        Pasal II 

Peraturan Bupati Wakatobi ini mulai berlaku pada 
tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan 
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten 
Wakatobi. 

 
   Ditetapkan di   Wangi-Wangi 

            pada tanggal    2 – 1 - 2016 
 

      BUPATI WAKATOBI, 
 

              TTD/CAP 
 
             H U G U A 
 

Diundangkan di  Wangi-Wangi 
pada tanggal  2 – 1 - 2016 
 
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAKATOBI, 
 
                          TTD/CAP 
                            
      H. SUDJITON 
 
BERITA DAERAH KABUPATEN WAKATOBI TAHUN 2016 NOMOR 3 


